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KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitering dan Evaluasi SOP AP di

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan Monitoring

dan Evaluasi merupakan bagian dari siklus penyusunan SOP AP, yang bertujuan untuk
secara terus menerus memantau proses penerapan SOP AP sehingga proses penerapannya
dapat berjalan dengan baik. Melalui tahapan monitoring, organisasai dapat membandingkan dan
memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP
AP, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan menentukan cara untuk
meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana.
Sedangkan tahapan evaluasi bertujuan untuk melihat kembali keakuratan dan ketepatan SOP yang
sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga organisasi dapat
berjalan dengan secara efisien dan efektif.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 dilaksanakan terhadap 114 (serratus empat
belas) SOP AP yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor
1603/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk mendapatkan informasi yang lebih
faktual, kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan)
orang pemangku jabatan yang tersebar di 2 (dua) unit unit kerja eseton Il dan 10 (Sepuluh) unit
kerja eselon Il

Dengan diterbitkannya laporan monitoring dan evaluasi SOP AP ini, kami harap dapat memberikan
masukan berharga, baik bagi unit kerja terkait, maupun bagi organisasi secara keseluruhan dalam
menyempurnakan proses-proses pelaksanaan kegiatan yang ada sehingga mampu menjadi
organisasi yang efisien dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Indonesia.

Jakarta, 2# Oktober 2020
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
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Rahmad Budiaji
NIP. 19700801 199603 1 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, pelaksanaan penerapan
SOP AP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat
berjalan dengan baik. Ketentuan untuk melakukan review dan penyempumaan
proses bisnis pada dasamya sangat mendukung semangat bahwa suatu proses
bisnis yang ideal perlu dilakukan perubahan agar mampu beradaptasi dan
kontekstual, sehingga proses bisnis yang dituangkan dalam sebuah rangkaian
standar operasional prosedur (SOP) dapat menemukan relevansinya terhadap
kebutuhan dan tuntutan lingkungan kerja yang tengah berjalan di pemerintahan.
Target dari review dan penyempurnaan tersebut adalah meletakkan SOP di dalam
tatanan sistem tertinggi dalam setiap aktivitas operasional.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP AP} di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, masukan
dalam sefiap upaya monitoring dan evaluasi SOP AP akan menjadi bahan yang
berharga dalam pelaksanaan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP AP
dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kebutuhan.

Sejak ditetapkan pada tanggal 1 September 2016, Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI telah
menjadi rujukan penerbitan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) SOP AP unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam pericde tertentu secara reguler SOP
yang telah dibuat dan ditetapkan perlu dilakukan penyempurnaan.

Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR Rl adalah untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan proses selanjutnya
yakni penyusunan dan penyempurnaan SOP AP,

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP dilingkungan
Sekrelariat Jenderal DPR Rl adalah:

1. Memonitor dan menilai penerapan pelaksanaan SOP AP di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Meningkatkan kinerja sesuai dengan sistem dan prosedur dari masing-masing
unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR R,

Sekretariat Jendaral DPR Ri

Maksud don |
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Kegiatan monitoring dan evaluasi SOP AP di lingkungan Setjen DPR Rl tahun 2020
ini dilaksanakan terhadap 114 {seratus empat belas) SOP AP yang ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1603/SEKJEN/2016 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini juga akan melibatkan 2 (dua) unit
kerja Eselon Il dan 10 (sepuluh) unit kerja Eselon il dilingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RL

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan metodologi yang mencakup:

1. Penyusunan Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi serta pelaksanaan telaah
dokumen dan analisa;

Penyusunan Instrumen survei,

Pengumpulan data dan pelaksanaan survei;

Tabulasi dan analisis hasil survei; dan

Penyusunan dan pembahasan hasil survei.

LA

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 meliputi kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Lembar Kefja Monitoring dan Evaluasi serta pelaksanaan telaah
dokumen dan analisa.
a. Mekanisme
Penyusunan lembar kerja monitoring dan evaluasi merujuk pada Persekjen
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP} di Lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI. Lembar kerja monitoring dan evaluasi disusun dengan
tujuan untuk memastikan kelancaran proses penerapan SOP AP dan
identifikasi penyempumaan-penyempumaan yang dibutuhkan serta
keselaran variabel-variabel yang ada di SOP AP dengan dokumen organisasi
dan ketatalaksanaan lainnya.

b. Instrumen
Lembar kerja monitoring dan evaluasi SOP yang digunakan mencakup
penilaian bahwa SOP yang tersedia telah:
1) Bersinergi dengan yang lain
2) Menjawab Kebutuhan Organisasi
3} Mengatasi masalah tentang proses
4) Diketahui dan dipahami oleh pelaksana
5) Mudah dilaksanakan
6) Mudah dipahami
7) Mendorong Peningkatan Kinerja
8) Menginformasikan Jabatan Sesuai Kondisi Eksisting
9} Menggambarkan Unit Sesuai Kondisi Eksisting

Laporan Monitoring dan Evaluasi SOF AP Tehun 2020
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2. Survei Monitoring dan Evaluasi
a. Mekanisme

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 adalah sebagai

Survei monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 dilaksanakan
menggunakan skala sikap model likert, yaitu disusun untuk mengungkapkan
sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap
penerapan SOP AP di lingkungan Setien DPR RI. Skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi pemangku jabatan di
lingkungan di unit kerja tentang penerapan SOP AP di lingkungan Setjen

DPRRI.
b. Instrumen

Instrumen survei monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 dijabarkan
kedalam 10 pertanyaan yang terbagi kedalam 6 sub komponen mencakup:

1)
2)
3)
4)
3)
6)

berikut:

1.

Evaluasi SOP melalui Penyusunan Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi serta
pelaksanaan telaah dokumen dan analisa.

Berdasarkan hasil pengisian Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi, diperoleh

SOP yang tersedia mendorong peningkatan kinerja

SOP telah diketahui, dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana
SOP yang tersedia mengatasi masalah tentang proses

SOP yang tersedia menjawab kebutuhan organisasi
SOP telah bersinergi dengan unsur lain

SOP telah memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi

Covid-19

hasil sebagai berikut:

No indikator R —
| 1 | Indikator Kesesuaian Kondisi 100% 0%
Unit Kerja dengan Kondisi
Eksisting
2 | Indikator Kesesuaian Kondisi 25% 75%
Jabatan  dengan  Kondisi
Eksisting
3 | Indikator Terkait SOP telah 100% 0%
Mendorong Peningkatan
Kinerja
4 | Indikator Terkait SOP Mudah 84% | 16%
Dipahami |

Selvelariat Jenderal DPR RI
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5 | Indikator Terkait SOP Mudah 100% 0%
Dilaksanakan

6 | Indikator Terkait SOP Telah %% 4%
Diketahui dan Dipahami oleh
Pelaksana

7 | Indikator Terkait SOP 100% 0%
Mengatasi Masalah tentang
Proses

8 | Indikator Terkait SOP 100% 0%
Menjawab Kebutuhan
Organisasi

9 | Indikator Terkait SOP telah 89% 1%
Bersinergi dengan Unsur/SOP
lain

. Evaluasi SOP melalui Survei Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan evaluasi SOP melalui Survei Monitoring dan Evaluasi, didapat hasil
sebagai berikut:

No Portanyaan Hasil [ int :

1 | SOP yang ftersedia menjadikan | 4456% | SOF kurang membantu
penyelesaian pekerjaan secara lebih penyelesaian pekerjaan
cepat menjadi lebih cepat

2 | SOP yanq tersedia mengurangipotensi |  45,02% | S0P kurang membantu
kesalahan  dalam  pelaksanaan mengurangi potensi
pekerjaan kesalahan dalam

pelaksanaan pekerjaan

3 | SOP yang tersedia mudah diakses | 4871% | SOF kurang mudah
melaluf Portal Pegawai Setien DPR RI diakses
maupun melalui buku SOP yang
dibagikan kepada unit kerja

4 | 50P yang tersedia telah dijadikan | 49,35% | SOP kurang menjadi
acuan kerja oleh Pelaksana acuan karja

5 | 80P yang tersedia telah | 48,62% | SOP kurang
menggambarkan tugas Pelaksana menggambarkan  tugas
secara jelas dan tidak lerdapat pelaksana secara jelas
overlapping  pekerjaan  dengan
Pelaksana lain

6 | SOP yang tersedia masih relevan dan | 49,54% | SOP kurang relevan
dapat dipergunakan sebagai acuan sebagai acuan dalam
dalam penyelesaian suatu penugasan penyelesaian suatu

pekerjaan

Laporan Moniloring dan Eveluasi SOP AP Tahun 2020
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Berdasarkan hasil Evaluasi SOP, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengisian
lembar kerja monitoring dan evaluasi, SOP yang tersedia masih dapat diandalkan
sebagai acuan kerja bagi pelaksana, namun diperlukan penyesuaian, khususnya
terkait pemangku jabatan karena adanya perrubahan analisis jabatan pada beberapa
unit kerja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan
berdasarkan survei monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner
kepada pemangku jabatan pada 12 unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR
RI. Berdasarkan hasil survei, 9 dari 10 hasil survei memperlihatkan hasil yang kurang
memuaskan, sehingga diperukan perubahan dan sosialisasi SOP untuk menghadapi

No Pertanyaan Hasil Kriteria
7 | SOP yang tersedia tefah | 48,62% | S0P kurang
menggambarkan proses pelaksanaan menggambarkan proses
suatu pekerjaan dengan jelas dari awal pelaksanaan pekerjaan
hingga akhir pekerjaan dengan jelas dar awaf
hingga akhir pekerjaan
8 | SOP yang tersedia sudah sejalan | 4899% | SOP kurang sejalan
dengan tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas dan fungsi
sesuai struktur organisasi unit  kerja  sesuai
organisasi r
9 | SOP yang lersedia telah | 49,54% | SOP kurang
menggambarkan hubungan kerja yang menggambarkan
jelas antar Jabatan hubungan keria yang
|elas antar |abatan
10 | SOP yang tersedia telah selaras | 50,92% | SOP kurang selaras
dengan prolokol kesehatan dan dengan protokol
meminimalisir kontak fisik dalam kesehatan dalam rangka
rangka penanganan pandemi Covid 19 penanganan  pandemi
| Covid 19

tuntutan dan tantangan pekerjaan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Oktober 2020
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
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Rahmad Budiaji
NIP. 19700801 199603 1 001
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BAB | - PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANG

Upaya reformasi birokrasi di  Pemerintahan terus dilakukan secara
berkesinambungan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 11 Tahun 2015, telah menjadi katalis
bagi penerapan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan
akhir yang hendak diraih dalam lima tahun ke depan yakni reforasi birckrasi
pemerintah telah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja.
Selanjutnya pada tahun 2025 pemerintah diproyeksi mencapai tatanan pemerintahan
yang dinamis.

Untuk mendukung tujuan reformasi birokrasi secara makro, maka diperiukan langkah
untuk menekankan isu-isu strategis dan agenda prioritas 2015-2019 yang akan
dikawal oleh pemerintah. Salah satunya adalah isu ketatalaksanaan yang didalamnya
terdapat proses bisnis birokrasi sederhana, cepat dan terintegrasi. Terintegrasi dalam
artian proses bisnis birokrasi akan dilakukan review dan penyempumaan
berkefanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi _

Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan : ., B

Standar Operasional Prosedur Adminisirasi Pemerintah, pelaksanaan penerapan mm
: . P2

SOP AP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat ——

berjalan dengan baik. Ketentuan untuk melakukan review dan penyempumaan

proses bisnis pada dasamya sangat mendukung semangat bahwa suatu proses

bisnis yang ideal perlu dilakukan perubahan agar mampu beradaptasi dan

kontekstual, sehingga proses bisnis yang dituangkan dalam sebuah rangkaian

standar operasional prosesdur {SOP) dapat menemukan relevansinya terhadap

kebutuhan dan tuntutan lingkungan kerja yang tengah berjalan di pemerintahan.

Target dari review dan penyempurnaan tersebut adalah meletakkan SOP di dalam

tatanan sistem tertinggi dalam setiap aktivitas operasional.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 14 Tahun 2016 tentang = =
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan mmm
(SOP AP} di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, masukan AR Hﬁhw.
dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi SOP AP akan menjadi bahan yang
berharga dalam pelaksanaan penyempumaan-penyempurnaan terhadap SOP AP
dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kebutuhan.

Laparan Monitoring dan Evaluasi SOP AP Tahun 2020 7
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Secara spesifik, tataran manajemen Sekretariat Jenderal DPR Rl berupaya untuk
mencapai tujuan organisasi yang tercermin dalam visi Sekretariat Jenderal DPR Rl di
dalam Keputusan Sekjen DPR Rl Nomor: 1520/SEKJEN/2016 tentang Perubahan
kedua atas Keputusan Sekjien DPR Ri Nomor: 1266/SEKJEN/2014 tentang
Penetapan Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2015-2019, yakni terwujudnya
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl yang profesional, andal, transparan
dan akuntabe! dalam mendukung fungsi DPR RI. Visi tersebut dijabarkan lebin lanjut
dalam misi Setjen DPR RI, yaitu meningkatkan tata kelola administrasi dan
persidangan yang professional, andal, transparan dan akuntabel serta memperkuat
peran keahlian yang professional, andal, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan cita-cita organisasi, perlu adanya dukungan sistem legalitas di
internal seperti SOP yang efektif memberikan guidance dan kontrol terhadap setiap
detil aktivitas, untuk menjaga performa proses bisnis organisasi berjalan secara
konsisten, Namun demikian, lebih dari itu, inti dari reformasi birokrasi ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang selaras dengan delapan area perubahan adalah
bagaimana SOP memiliki prinsip sederhana, transparan, efisien, cost-effective,
timeline atau lilni masa yang jelas dan akuntabel.

Sejak ditetapkan pada tanggal 1 September 2016, Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Setien dan BK DPR Ri telah
menjadi rujukan penerbitan 386 (tiga ratus delapan puluh enam) SOP AP unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam periode tertentu secara reguler, merujuk pada Persekjen DPR RI Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR RI, SOP yang telah dibuat dan ditetapkan perlu dilakukan penyempumaan.

RENSTRA Setjen
DPR Ri Tahun
2015 - 2019

386 SOP AP yang
tefah ditetapkan
di lingkungan
Setjen DPR R/
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Gambar 1.1. Siklus Penyusunan SOP AP

Parsiapan

Manitering dan Evaluasi Fenllaian Kebutuhan
| S0P
Integrast |Penerapan) SOP Pengembangan SOP
dalam manajemen

Sesuai dengan siklus penyusunan SOP dalam regulasi tersebut, tahap
penyempurnaan SOP AP masuk ke dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses
monitoring dimaksudkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja
pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP AP,
mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk

meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua
pelaksana,

Sementara tahap evaluasi adalah analisa terhadap serangkaian proses operasi dan
altivitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi, dalam
rangka menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara
keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan
ketepatan SOP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan ugas dan
fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR Rl adalah untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan proses selanjutnya
yakni penyusunan dan penyempurnaan SOP AP.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP dilingkungan
Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah;

1. Memonitor dan menilai penerapan pelaksanaan SOP AP di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI;

Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP AP Tahun 2020
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1.3

2. Meningkatkan kinerja sesuai dengan sistem dan prosedur dari masing-masing
unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi SOP AP di lingkungan Setien DPR Rl tahun 2020
ini dilaksanakan ternadap 114 (seratus empat belas) SOP AP yang ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1603/SEKJEN/2016 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini juga akan melibatkan 2 (dua) unit
kerja Eselon [l dan 10 (sepuluh) unit kerja Eselon Il di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPRRI.

METODOLOGI PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUAS!

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan metodologi yang mencangkup:

1. Penyusunan Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi serta pelaksanaan telaah
dokumen dan analisa;

Penyusunan Instrumen survei;

Pengumpulan data dan pelaksanaan survei;

Tabulasi dan analisis hasil survei; dan

Penyusunan dan pembahasan hasil survei.

oW

Teknik monitoring dan evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi ini terdiri atas: analisis, observasi, permintaan informasi dan
evaluasi. Dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan monitoring
dan evaluasi ini, juga dilaksanakan penyebaran kuesioner dan diskusi dengan unit
kerja pemilik SOP AP.
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BAB |l - KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 1603/SEKJEN/2016 TENTANG PENETAPAN SOP AP
DI SETJEN DAN BK DPR RI

fl.1 TUJUAN PENETAPAN SK SEKJEN NOMOR 1603/SEKJEN/2016

Untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang
efektif dan efisien dilingkungan Setien dan BK DPR RI, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang disusun cleh unit kerja dan
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

SOP AP yang telah ditetapkan menjadi dasar dan pedoman bagi unit kerja di
Sekretariat Jenderal DPR Rl dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Pelaksanaan penerapan SOP AP harus secara terus menerus dipantau sehingga
proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap
upaya monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan yang berharga sehingga
penyempumaan-penyempurnaan terhadap SOP AP dapat dilakukan secara cepat
sesuai kebutuhan,

I.2 LAMPIRAN SK SEKJEN NOMOR 1603/SEKJEN/2016 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
SETJEN DAN BK DPR RI

Dalam bagian lampiran SK Sekjen nomor 1603/SEKJEN/2016 dijabarkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang ditetapkan dalam
surat keputusan Sekjen tersebut (lampiran 1). SOP AP yang ditetapkan berjumlah
114 (seratus empat belas) SOP AP di 2 (dua) unit kerja eselon 1l dan 10 (sepuluh)
unit kerja eselon Il dengan rincian sebagai berikut:

1. | Pusat Perancangan Undang-Undang 13

2. | Pusat Penelitian 7

3. | Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi 8
Masyarakat

4. | Bagian Organisasi dan Tatalaksana &

5. | Bagian Sekretanat BURT 9

6. | Bagian Sekretariat Badan Anggaran 20
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7. | Bagian Administrasi Keuangan 16

8. | Bagian Perjalanan B

9. | Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral 1

10. | Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri 9
Anggota

11. | Bidang Arsip dan Museum i | 1

Tabel 2.1 Rincian SOP AP dalam SK Sekjen Nomor 1603/Sekjen/2016
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BAB IIl - MEKANISME DAN INSTRUMEN PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI SOP AP

.1 MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi serta pelaksanaan telaah
dokumen dan analisa

Penyusunan lembar kerja monitoring dan evaluasi merujuk pada Persekjen
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI. Lembar kerja monitoring dan evaluasi disusun dengan tujuan
untuk memastikan kelancaran proses penerapan SOP AP dan identifikasi
penyempurnaan-penyempumaan yang dibutuhkan serta keselaran variabel
variabel yang ada di SOP AP dengan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan
lainnya.

Kelancaran proses penerapan SOP AP berkaitan dengan sejauh mana
organsiasi telah memenuhi kebutuhan SOP dalam rangka mengawal sistem
kerja. Kebutuhan SOP yang telah dipenuhi oleh organisasi akan bermuara pada
kepastian alur kerja, sehingga menghindarkan organisasi dari kesalahan
pelaksanaan kegiatan, fraud maupun risiko lain yang berpeluang terjadi.
Kelancaran penerapan SOP AP juga dapat diukur dengan sejauh mana
pemahaman dan ketaatan para pelaksana menerapkan ketentuan di dalam
setiap proses bisnis dalam memberikan layanan. Ketaatan pelaksana pada
akhimya berkaitan dengan relevansi SOP AP untuk tetap dijalankan atau
menuntut kebutuhan perbaikan/penyempurnaan agar implementasi SOP AP
kontekstual. Indikator monitoring dan evaluasi dari komponen ini meliputi
pertanyaan untuk menjawab apakah SOP AP yang telah disusun mudah
dipahami dan dilaksanakan, telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana serta
mengatasi permasalahan tentang proses yang mungkin timbul.

Identifikasi penyempurnaan-penyempumaan yang dibutuhkan berkaitan dengan
penerapan SOP AP secara substansial yang akan membantu organisasi untuk
mewujudkan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun
sebuah organisasi menjadi lebih efektif dan kohesif. Tidak selamanya sebuah
SOP AP berlaku secara permanen, karena perubahan lingkungan organsiasi
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selalu membawa pengaruh pada SOP AP yang telah ada. ldentifikasi
penyempurnaan-penyempumaan perfu dilakukan untuk melihat kembali tingkat
keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan
secara efisien dan efektif. Indikator monitoring dan evaluasi dari komponen ini
meliputi pertanyaan untuk menjawab apakah SOP AP yang telah disusun
menjawab kebutuhan organisasi, mendorong peningkatan kinerja dan bersinergi
dengan SOP AP lainnya.

Keselarasan SOP AP dengan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan lainnya
berkaitan dengan keseuaian unsur-unsur yang ada dalam SOP AP dengan Peta
Proses Bisnis Setjien DPR RI, Organisasi dan Tata Kerja Setjien DPR RI, Analisa
Beban Kerja di lingkungan Sefjen DPR RI, Analisa Jabatan di lingkungan Setjen
DPR Rl dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Setjen DPR RI.
Keselarasan SOP AP dengan dokumen organsiasi dan ketatalaksanaan lainnya
diperlukan dalam mendorong penyempurnaan proses penyelenggaraan
pemerintah yang pada akhimya dapat membantu penciptaan good governance
di lingkungan Setien DPR RI. Indikator monitoring dan evaluasi dari komponen
ini meliputi pertanyaan untuk menjawab apakah kondisi unit pemilik SOP AP
masih sesuai dengan struktur organisasi Setien DPR Rl eksisting (berdasarkan
dokumen Peta Proses Bisnis dan dokumen Organisasi dan Tata Kerja) dan
apakah Jabatan serta butir kegiatan yang ada dalam SOP AP masih sesuai
dengan kondisi jabatan eksisting (berdasarkan dokumen Analisa Beban Kerja,
dokumen Analisa Jabatan dan dokumen standar kompetensi).

. Penyusunan Instrumen survei

Penyusunan instrumen survei monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020
menggunakan skala sikap model likert, yaitu disusun untuk mengungkapkan
sikap pro dan kontra, positif dan negafif, setuju dan tidak setuju terhadap
penerapan SOP AP di lingkungan Setjen DPR RI. Skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi pemangku jabatan di lingkungan di unit
kerja tentang penerapan SOP AP di lingkungan Setjen DPR RI.

Skala sikap berisi pemyataan-pemyataan sikap (atfitude statements), yaitu suatu
pernyataan mengenai objek sikap. Penyataan sikap terdiri atas sua macam, yaitu
pemyataan yang favourable {mendukung atau memihak pada objek sikap) dan
pernyataan yang non-favorable (tidak mendukung objek sikap). Subjek memberi
respon dengan 4 kategori:

il
mmmw y
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Sangat Setuju S8
Setuju S
Tidak Setuju T8
Sangat Tidak Setuju STS

Tabel 3.1. Kategori respon subjek

Penentuan skor yang disebut sebagai prosedur penskalaan (scaling)
menggunakan cara pemberian skor sebagai berikut:

JAWABAN NILAI
Sangat Setuju (85) 4
Setuju (5) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) | 1

Tabel 3.2. Skor Skala Likert
Pengumpulan data dan pelaksanaan survei

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020. Penetapan populasi yang
menjadi sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan hal penting dalam
memperoleh hasil yang optimal dalam memonitor dan menilai penerapan
pelaksanaan SOP AP serta identifikasi proses-proses penyempumaan yang
dibutuhkan. Dalam bagian lampiran SK Sekjen nomor 1603/SEKJEN/2016
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, ditetapkan 114 (seratus empat
belas) SOP AP di 2 unit kerja eselon Il dan 10 unit kerja eselon lll. Berdasarkan
data pegawai di hitips://portal.dpr.go.id pada tanggal 23 September 2020,
terdapat 298 {dua ratus sembilan puluh delapan) orang pemangku jabatan pada
2 unit kerja unit eselon Il dan 10 unit kerja eselon lil pemilik SOP AP tersebut.

Berdasarkan pejelasan diatas, populasi yang digunakan dalam kegiatan
monitoring dan evaiuasi SOP AP tahun 2020 adalah 298 orang pemangku
jabatan di unit-unit kerja pemilik SOP AP dengan rincian sebagai berikut:

Meines S0P AP
fhelibatian 2 Linit
“Eselon Wdan 10
uniteselan it

manzv SOP AP
adolah 298 orong

iatatan
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NO UNIT KERJA JUMLAH S0P JABATAN
1. | Pusat Perancangan Undang- 13 64
Undang
2. | Pusat Penelitian 7 92
3. | Bagian Upacara dan PDM 8 12
4. | Bagian Organisasi dan 6 10
Tatalaksana
5. | Bagian Set. BURT 8 7 8
6. | Bagian Set. Badan Anggaran 20 10 Sl
7. | Bagian Administrasi Keuangan 16 ' 22
8. | Bagian Perjalanan 8 25
9. | Bagian Sekretanial Kerjasama 1 8
Bilateral
10. | Bagian Administrasi Kegiatan Luar 9 1
Negeri Anggota
11. | Bidang Arsip dan Museurn 11 22
12. | Bidang Perpustakaan 6 14
TOTAL 114 298

Tabel 3.3. Tabel jumiah SOP dan pemangku jabatan di unit kerja pemilik SOP AP

Sebagai bagian dari tahap persiapan pelaksanaan survei, pada tanggal 2
September 2020 dilaksanakan rapat pembahasan mekanisme penyebaran
kuesioner monitoring dan evaluasi SOP dengan seluruh pimpinan Unit Kerja
pemilik SOP AP. Rapat ini juga melibatkan Bidang Data dan Teknologi Informasi
untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebaran kuesioner evaluasi SOP
AP tahun 2020. Untuk menginformasikan pelaksanaan survei, pada tanggal 11
September 2020, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi mengirimkan surat
dinas nomor KP/1026/SETJEN DPR RI/KP.03/09/2020 perihal Permintaan
Pengisian Kuesioner SOP AP kepada seluruh unit kerja pemilik SOP AP di
lingkungan Setjen DPR RI.

Survei monitoring dan evaluasi SOP AP dilaksanakan pada tanggal 15
September 2020 yang disebarkan kepada seluruh pemangku jabatan pada unit
kerja pemilik SOP AP melalui aplikasi SIRAJIN. Langkah yang dilakukan
pemangku jabatan dalam survei monitoring dan evaluasi SOP AP melalui aplikasi
SIRAJIN adalah sebagai berikut:
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Langkah I:

Tampilan pada Langkah | adalah tampitan setelah pemangku jabatan melaporkan
kondisi kesehatan. Kotak peringatan yang berisikan nofifikasi untuk mengisi
kuesioner akan muncul dan pemangku jabatan dapat menekan tombol tutup
untuk melanjutkan.

Langkah Il

:: SIRAJIN ::
Bymn b mir s By R e com Bava bl e
Tidnay

o v i———

e 1 g

Periiee e 11:03

Exred mas Saan W W e
Ll L] (L L]
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Setelah kotak peringatan ditutup, akan muncul menu ‘Kuesioner SOP".
Pemangku jabatan dapat menekan menu tersebut untuk mulai melakukan
pengisian kuesioner SOP.

Langkah Ill:

Standard
Operational
Proceduro

Pemangku jabatan dapat memulai pengisian kuesioner dengan menjawab
seluruh pertanyaan yang diberikan dengan cara menekan pada pilihan yang
dirasa sesuai dengan preferensi masing-masing pemangku jabatan. Pada
tampilan tersebut juga terdapat informasi tentang petunjuk pengisian dan
pengumuman Permintaan Pengisian Kuesioner SOP AP kepada seluruh unit
kerja pemilik SOP AP di lingkungan Setjen DPR Rl

— ——

—_—
—_—
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Langkah IV:

Hasil survei secara otomalis akan terekam pada sistem setelah pemangku
jabatan menekan tombol “submit”,

. Tabulasi dan analisis hasil survei

Tabulasi didasarkan pada hasil survei secara faktual, melalui proses inventarisasi
sesuai dengan jawaban kuesioner yang diperoleh dari pemangku jabatan di unit
kerja pemilik SOP AP. Berdasarkan data kuantitafif yang berasal dari tabulasi
hasil kuesioner dianalisis dalam bentuk presentase yang merepresentasikan
timbal balik masing-masing unit kerja terhadap SOP AP yang ada di unit kerja
tersebut.

Penyusunan dan pembahasan hasil lembar kerja monitoring dan evaluasi dan
survei SOP AP

Pasca pengisian lembar kerja monitoring dan evaluasi serta hasil survei, Sub |

Bagian Tatalaksana menyusun data hasil analisis menjadi kumpulan informasi
komprehensif mengenai penerapan dan kondisi SOP AP, baik secara parsial di
masing-masing unit kerja serta secara menyeluruh di Setjen DPR RI. Informasi
tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyempumaan
penerapan SOP AP di lingkungan Setjen DPR RI di masa yang akan datang.

Hasil survei
ditabulas( don
dianaiisa dalam
bentuk porsentose

| Money dan survel
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1.2 INSTRUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

a.

ﬂ Laporan Monitoring dan Evaiuasi SOP AP Tahun 2020

Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi SOP AP Tahun 2020

Indikator-indikator monitoring dan evaluasi yang telah diidentifikasi lalu disusun
dan dirumuskan kedalam lembar kerja Monitoring dan Evaluasi yang digunakan
sebagai panduan pelaksanaan tahapan telaah dokumen dan analisa atas 114
(seratus empat belas) SOP AP yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR RI Nomor 1803/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Standar
Operasienal Prosedur Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI. Lembar kerja monitoring dan evaluasi yang digunakan
adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.4. Lembar kerja monitoring dan evaluasi
Lembar Survei Monitoring dan Evaluasi SOP AP Tahun 2020

Instrumen survei monitoring dan evaluasi SOP AP tahun 2020 disusun dengan
tujuan unfuk memantau proses penerapan SOP AP di unit-unit kerja dan
mendapatkan informasi terkait penyempurnaan-penyempurnaan yang dapat
dilaksanakan. Selain itu instrumen survei ini disusun untuk melihat tingkat
keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Instrumen survei monitoring dan
evaluasi SOP AP tahun 2020 dijabarkan kedalam 10 pertanyaan yang terbagi
kedalam & sub komponen sebagai berikut:
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No Pernyataan sS| s | TS |grs

A. | Mendorong peningkatan kinerja
1. | SOP yang tersedia menjadikan penyelesaian |

perkerjaan secara lebih cepat 4
2. |SOP yang tersedia mengurangi potensi

kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan _
B. | Telah diketahui, dipahami dan mudah dllaksanakan oleh pelaksana
3. | SOP yang tesedia mudah diakses melalui portal
pegawai Setjen DPR Rl maupun melalui buku
SOP yang dibagikan kepada unit kerja
4. | SOP yang tersedia telah dijadikan acuan kerja
oleh pelaksana
5. | SOP yang tersedia telah menggambarkan tugas
pelaksana secara jelas dan tidak terdapat
overlapping pekerjaan dengan pelaksana lain
C. | Mengatasi masalah tentang proses
6. | SOP yang tersedia masih relevan dan dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam
penyelesaian suatu penugasan
7. | SOP yang tersedia telah menggambarkan proses
pelaksanaan suatu pekerjaan dengan jelas dari
awal hingga akhir pekerjaan |
D. | Menjawab kebutuhan organisasl
8. | SOP yang tersedia sudah sejalan dengan tugas
! dan fungsi unit kerja sesuai struktur organisasi
| E. | Bersinergi dengan unsur lain

9. | SOP vyang ftersedia telah menggambarkan
hubungan kerja yang jelas antar jabatan
F. | Protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19
10. | SOP yang tersedia telah selaras dengan protokol
kesehatan dan meminimalisir kontak fisik dalam
rangka penanganan pandemi Covid-19

Tabel 3.5. Instrumen survei monitoring dan evaluasi
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BAB IV - HASIL MONITORING DAN EVALUASI

IV.1.Hasil Pengisian Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi

Pengisian Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Sub Bagian
Tatalaksana yang dengan melibatkan 2 (dua) orang Analis Tatalaksana. Pengisian
lembar kerja tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari unit kerja
pemilik SOP AP dan telaah dokumen serta analisa mengenai dokumen-dokumen
yang memiliki pengaruh dan hubungan dengan SOP AP. Dokumen-dokumen tersebut
terdiri atas: Dokumen Peta Proses Bisnis di lingkungan Setjen DPR RI, Dokumen
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Dokumen Analisa Beban Kerja di
lingkungan Setjen DPR RI, Dokumen Analisa Jabatan di lingkungan Setjen DPR RI
dan Dokumen Standar Kompetensi di lingkungan Setien DPR RI. Hasil pengisian
Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi selanjutnya diperiksa oleh Kasubbag Tata
Laksana dan dibahas bersama di Bagian Organsiasi dan Tata Laksana. Hasil
pengisian Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi disampaikan dalam lampiran 2
laporan ini.

Berdasarkan hasil pengisian Lembar Kerja Monitoring dan Evaluast, dapat dijelaskan
hasil penilaian yang diperoleh sebagai berikut:

a. Indikator Kesesuaian Kondisi Unit Kerja dengan Kondisi Eksisting

Dari 114 SOP AP yang di nilai, diperoleh hasil bahwa kondisi eksisting Unit Kerja
Pemilik SOP AP telah sesuai dengan kondisi yang dijabarkan dalam Persekjen
DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Persekjen DPR RI nomor 7 tahun 2018,

KESESUAIAN KONDISI EKSISTING UNIT KERJA

Belum Sesual;
0; 0%

|
Gambar 4.1. Kesesuaian Kondisi Eksisting Unit Kerja
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b. Indikator Kesesuaian Kondisi Jabatan dengan Kondisi Eksisting

Dari 114 SOP AP yang dinilai, diperoleh hasil bahwa 28 SOP AP telah memiliki
kesesuaian jabatan dengan kondisi eksisting dan 86 SOP AP masih
mencantumkan jabatan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting sebagaimana
dijabarkan dalam dokumen analisa jabatan, dokumen analisa beban kerja dan
dokumen standar kompetensi di lingkungan Setien DPR RI. Ketidaksesuaian
Jabatan yang ada di 86 SOP AP antara lain disebabkan oleh:

a. Perubahan nomenklatur jabatan;

b. Perubahan kemposisi jabatan yang ada di unit kerja; dan

¢. Penggunaan nomenklatur pelaksana yang tidak ada di dokumen Analisa

Jabatan/ Analisa Beban Kerja;

KESESUAIAN JABATAN DENGAN KOND1SI EKSISTING

» Sesual

» Belum Sesual

I
Gambar 4.2. Kesesuaian Jabatan dengan Kondisi Eksisting

c. Indikator Terkait SOP telah Mendorong Peningkatan Kinerja

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan, 114 SOP AP diyakini telah dapat

mendorong peningkatan kinerja unit kerja serta kinerja pemangku jabatan di unit

kerja terkait, SOP AP tersebut dapat mendorong kinerja antara lain melalui:

a. Memberikan standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya,

. Mengurangi fingkat kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individual dan unit secara keseiuruhan; dan

d. Membantu pelaksana menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen.
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SOP MENDORONG PENINGKATAN KINERIJA

Tidak; 0; 0%
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Gambar 4.3. SOP telah Mendorong Peningkatan Kinerja
Indikator Terkait SOP Mudah Dipahami

Dari 114 SOP AP yang dinitai, diperoleh hasil bahwa 96 SOP AP dapat dengan
mudah dipahami dan 18 SOP AP yang belum mudah dipahami. 18 SOP AP yang
belum mudah dipahami antara lain disebabkan oieh:

a. Terdapat overlapping dengan SOP lainnya;

b. Langkah kerja yang terlalu panjang;

¢. Mencangkup beberapa kegiatan terpisah; dan

d. Mencantumkan kegiatan yang sudah tidak relevan.

S0P MUDAH DIPAHAMI

=Ya = Tidak

Gambar 4.4. SOP Mudah Dipahami
Indikator Terkait SOP Mudah Dilaksanakan

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan, 114 SOP AP diyakini mudah untuk
dilaksanakan karena telah disusun dengan prinsip kemudahan dan kejelasan
sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur
bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.
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SOP MUDAH DILAKSANAKAN

Tidak; 0; 0%
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Gambar 4.5. SOP Mudah Dilaksanakan
f.  Indikator Terkait SOP Telah Diketahui dan Dipahami Oleh Pelaksana

Dari 114 SOP AP yang dinilai, diperoleh hasil bahwa 110 SOP AP telah diketahui

serta dipahami pelaksana dan 4 SOP AP belum diketahui dan dipahami oleh

pelaksana. 4 SOP Ap yang belum diketahui dan dipahami oleh pelaksana

disebabkan oleh:

a. Terdapat indikasi kemungkinan terjadinya overlapping pelaksanaan
pekerjaan di unit kerja; dan

b. Nomenklatur pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen Analisa
Beban Kerja dan Analisa Jabatan.

SOP TELAH DIKETAHUI DAN DIPAHAMI OLEH
PELAKSANA

= Ya = Tidak

Gambar 4.6. SOP Telah Diketahui dan Dipahami Oleh Pelaksana
g. Indikator Terkait SOP Mengatasi Masalah Tentang Proses
Berdasarkan penitaian yang dilaksanakan, 114 SOF AP diyakini telah dapat

mengatasi malasah tentang proses karena telah disusun dengan prinsip efisiensi
dan efektivitas serta keterukuran sehingga prosedur-prosedur yang distandarkan
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merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas
serta memiliki standar kualitas kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur
pencapaian keberhasilannya.

SOP TELAH MENGATASI MASALAH TENTANG PROSES

Tidak; 0; 0%

(Gambar 4.7. SOP Mengatasi Masalah Tentang Proses
Indikator Terkait SOP Menjawab Kebutuhan Organisasi

Dari penilaian yang dilaksanakan diperoleh hasil bahwa 114 SOP AP yang
disusun telah menjawab kebutuhan organisasi, dimana dalam penyusunan dan
penetapan SOP AP tersebut telah melewati tahapan persiapan dan penilaian
kebutuhan SOP AP.

SOP TELAH MENJAWAB KEBUTUHAN ORGANISAS!

Tidak; 0; 0%
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Gambar 4.8. SOP Menjawab Kebutuhan Organisasi
Indikator Terkait SOP Telah Bersinergi Dengan Unsur/SOP iain
Dari 114 SOP AP yang dinilai, diperoleh hasil bahwa 101 SOP AP telah bersinergi

dengan unsur/SOP lain dan 13 SOP AP belum bersinergi dengan unsur/SOP lain.
Selain keselarasan dengan SOP lain, SOP AP juga diharapkan memiliki
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keterkaitan dengan dokumen tata laksana lainnya, antara lain dokumen Peta
Proses Bisnis Setjen DPR Rl yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR Rl Nomor 1724/SEKJEN/2019 tentang Penyusunan dan
Penetapan Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI tahun 2018.

SOP TELAH BERSINERGI DENGAN UNSUR/ SOP LAIN

«¥a = Tidak

Gambar 4.9. SOP Telah Bersinergi Dengan Unsur/SOP lain

IV.2. Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi

Dari kuesioner monitoring dan evaluasi SOP AP yang disebarkan kepada 298 (dua T
ratus delapan puluh delapan) pemangku jabatan di unit kerja pemilik SOP AP pada |
tanggal 15 September 2020 melalui aplikasi SIRAJIN Setien DPR RI, diperoleh
kembali hasil kuesioner yang telah diisi oleh 298 {dua ratus sembilan puluh delapan)
pemangku jabatan. Perbedaan jumlah kuesioner tersebut disebabkan karena adanya
pemangku jabatan yang sedang cuti, izin, atau melakukan perjalanan dinas jabatan.
Dari jumiah 298 kuesioner tersebut, sebanyak 27 kuesioner dianggap sebagai
pencilan {outlier) karena memiliki nilai ekstrem yang dikhawatirkan akan menjadikan
hasil analisis menjadi bias, sehingga jumiah kuesioner yang diperhitungkan dalam
analisis menjadi sebanyak 271 kuesioner (lampiran 3).

Untuk mendapat interpretasi hasil analisis yang terukur, ditetapkan kriteria hasil survei
berdasarkan interval yang didapat dengan menggunakan rumus:

100

Interval (%} = — e
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Dengan diketahui bahwa jumlah skala berjumlah 4, didapat nilai interval sebesar 25%.
Berdasarkan interval tersebut, ditetapkan kriteria hasil survei untuk setiap pertanyaan
sebagai berikut:

No Pertanyaan Rentang Nilal m
1 | SOP yang tersedia 0% - 24 9% SOP fidak membantu penyelesaian
menjadikan penyelesaian ' pekeriaan menjadi lebih cepat
pekerjaan secara lebib SOP kurang membantu
cepat 25% -49,9% | penyelesaian pekerjaan menjadi
lebih cepat
SOP telah membantu penyelesaian
or _
oothethe pekerjaan menjadi lebih cepat
SOP sangat membantu
75% -100% | penyelesaian pekerjaan menjadi
lebih cepat
2 | SOP yang tersedia SOP tidak membantu mengurangi
mengurangi potensi 0% -24,9% | potensi kesalahan dalam
kesalahan dalam pelaksanaan pekeriaan _
pelaksanaan pekerjaan SOP kurang membantu mengurangi
25% -49,9% | polensi kesalahan dalam
pelaksanaan pekerjaan
SOP telah membantu mengurangi
50% -74,9% | potensi kesalahan dalam
pelaksanazn pekerjaan
SOP sangat membantu mengurangi
75% -100% | potensi kesalahan dalam
pelaksanaan pekerigan
3 SOl; )r"a‘rj\_g l:ersedialal _ 0% -24,9% | SOP tidak mudah diakses
mudah diakses melalu
Portal Pegawai Sefien | 25% -49.9% | SOP kurang mudah diakses
DPR RI maupun melalui | §0% -749% | SOP mudah diakses
buku SOP yang dibagikan - .
kepada uni keria 75% - 100% | SOP sangat mudah diakses
4 | SOP yang tersedialelah | o . 54 g%, | SOP tidak menjadi acuan kerja
dijadikan acuan kerja oleh
Pelaksana 25% -49,9% | SOP kurang menjadi acuan kerja
50% -74,9% | SOP telah menjadi acuan kerja
75% - 100% | SOP sangat menjadi acuan kerja
5 | SOP yang tersedia telah 0% - 24 9% SOP tidak menggambarkan tugas
menggambarkan fugas ' pelaksana secara jelas
Pelaksana secara jelas SOP kurang menggambarkan tugas
dan tidak terdapat EROSRRESES pelaksana Secaragjglas ?
overlapping pekerjaan Ts0P
. telah menggambarkan tugas
dengan Pelaksana lain 50% - 74,9% pelaksana secara jelas |
75% - 100% SOP sangat menggambarkan fugas

| pelaksana secara jelas
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. ?e?eflayﬂgn dmalta sy 0% - 24 9% SOP tidak relevan sebagai acuan
dipergunakan sebagai ' dalam penyelesaian suatu pekerjaan
acuan dalam
penyelesaian suatu 2% - 40.9% SOP kurang relevan sebagai acuan
penugasan ' dalam penyelesaian suatu pekerjaan

SOP masih relevan sebagai acuan
50% -74,9% | dalam penyelesaian sualtu

penugasan

SOP sangat relevan sebagai acuan
75%-100% | fajam penyelesaian suatu pekerjaan

7 | SOP yanq tersedia telah

menggambarkan proses SOP tidak menggambarkan proses
| pelaksanaan suatu 0% -24,9% | pelaksanaan pekerjaan dengan jelas
pekerjaan dengan jelas | dari awal hingga akhir pekerjaan
dari awal hingga akhir
pekerjaan SOP kurang menggambarkan
i proses pelaksanazn  pekerjaan
25% - 49,9% dengan jelas dari awal hingga akhir
pekerjaan
SOP telah menggambarkan proses
50% - 74,9% | pelaksanaan pekerjaan dengan jelas
dari awal hingga akhir pekerjaan
SOP sangat menggambarkan
o _ 1000 proses pelaksanaan pekerjaan
U=l dengan jelas dari awal hingga akhir
pekerjaan

8 | S0P yang tersedia sudah ] _
sejalan dengan tugas dan | o - 24 9% SOP tidak sejalan dengan tugas dan
fungsi unit kerja sesuai ' fungsi unit kerja sesuat organisasi
struktur organisasi

SOP kurang sejalan dengan tugas
25%-49,9% | dan fungsi unit kerja sesuai
organisasi
. SOP telah sejalan dengan tugas dan
fhas fungsi unit kerja sesuai organisasi
SOP sangat sejalan dengan fugas
75%-100% |dan fungsi unit kerja sesuai
organisasi
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No Pertanyaan Rentang Nilai Kriteria _
8 | SOP yang tersedia telah S0P tidak  menggambarkan
menggambarkan 0% -24,8% | hubungan kerja yang jelas antar
hubungan kerja yang |abatan -4
jelas antar Jabatan SOP kurang  menggambarkan
25%-499% | hubungan kerja yang jelas antar |
|abatan |
S0P lelsh  menggambarkan
50% - 74,9% | hubungan kerja yang jelas antar
jabatan :
SOP sangat menggambarkan
75%-100% | hubungan kerja yang jelas aniar
| jabatan
10 | S0P yang tersedia telah S0P tidak selaras dengan profokol
selaras dengan protokol 0% -24 9% | kesehatan dalam rangka
kesehatan dan penanganan pandemi Covid 19
meminimalisir kontak fisik SOP kurang selaras dengan
dalam rangka 25% - 49.9% | protokol kesehatan dalam rangka
penanganan pandemi penanganan pandemi Covid 19
Covid 19 SOP telah selaras dengan protokol
50% - 74.8% | kesehatan dalam rangka
penanganan pandemi Covid 19
S0P sangat selaras dengan protokol
75% - 100% | kesehatan dalam rangka

penanganan pandemi Covid 19

Tabel 4.1. Kriteria Hasil Survei

Mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, dilakukan perhitungan terhadap hasil

survei untuk menentukan nilai indeks (%) dengan menggunakan rumus:

Indeks (%) =

Nilai Skor Maksimum Masing-Masing Pertanyaan

x 100%

Skor Masing- Masing Pertanyaan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, didapat hasil
sebagai berikut:

1 | SOP yang tersedia menjadikan penyelesaian pekerjaan secara 44,56%
lebih cepat

2 | SOP yang tersedia mengurangi potensi kesalahan dalam 45,02%
pelaksanaan pekerjaan
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No Pertanyaan Hasil

3 | SOP vang tersedia mudah diakses melalui Portal Pegawai 48,71%
Setjen DPR Rl maupun melalui buku SOP yang dibagikan
kepada unit kerja

4 | SOP yang tersedia tmdijadikan acuan kerja oleh Pelaksana 7 49,35%

5 | SOP yang tersedia telah menggambarkan tugas Pelaksana 48,62%
secara jelas dan tidak terdapat overlapping pekerjaan dengan
Pelaksana lain

6 | SOP yang tersedia masih relevan dan dapat dipergunakan 49,54%
sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan

7 | SOP yang tersedia telah menggambarkan proses pelaksanaan . _48,62%.L
suatu pekerjaan dengan jelas dari awal hingga akhir pekerjaan

"8 |sop y_ang tersedia sudah sejalan dengan tugas dan fungsi unit 48,99%
kerja sesuai struktur organisasi

9 |sop ;ang tersedia telah menggambarkan hubungan kerja 49,54%
yang jelas antar Jabatan

10 | SOP yang tersedia telah selaras d_engan protokol kesehatan 50,9_2%"
dan meminimalisir kontak fisik dalam rangka penanganan
pandemi Covid 19

Tabel 4.2. Hasil Survei

Berdasarkan hasil perhitungan
atas 271 kuesioner berjumlah

10 pertanyaan yang tersebar | E'ﬂl_ljﬁﬂ SOP ﬂP

pada 12 unit kerja di

lingkungan Sekretariat

Jenderal DPR R, interpretasi I NTER PRETASI HASI |_
hasil i itering d

evaluas SO AP Tahun 2020 SURVEI

adalah sebagai

berikut: o usrereny

CERRT

L
o PENTELFSA an
44'56 Io PEXLAJAAN
B IR LE
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INTERPRETASI HASIL |

48,11

48,62%

49,54%

SOP KURANG
MUDAH C'AKSES

HUP KJRANG
MENGGAMEBARKAN
I1GAS PRI AKSANS
RFCAZA JFLA

SOP KURANG
MENQGAMBARKAN

FELARSAMNALN
PREFR &AW TFYOAN
HTLAR AR ATAL
A ALHIN
FEaFE 1AL

S0= TiiuanG
MENGQAMBARKAN

HUBUNGAN KERJA =

YANG JELAS ANTAR -

18Ha AN et L

9 dari 16 hasil

survel

memperfihatkan
hasif yang kurang

SURVEI -

o SOP KURANG
49 35 l MENJALL ACUAN
o KFR.A

49,54%

Ty SO KURANG HeLEVAN SEBAGAI
= ACUAM LALAM PLNYLLEGAIAN

SUAIU PELRLHAAN

BOF KURANG
BEALAN DEMGAN

48.99% wao,

KERJA AFRLIA:
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SCP TFL AH SF1L ARAS DFNGAN
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BAB V- PENUTUP

AR

V.2

Kesimpulan

Evaluasi SOP merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
Evaluasi SOP dilakukan untuk memenuhi tuntuian pelaksanaan pekerjaan di
lingkungan Pemerintahan yang dinamis, agar mampu beradaptasi dan kontekstual
terhadap kebutuhan dan tuntutan lingkungan kerja yang tengah berjalan di
pemerintahan.

Evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan menggunakan
dua metode, yaitu melalui pengisian lembar kerja monitoring dan evaluasi serta survei
monitoring dan evaluasi. Pengisian lembar kerja monitoring dan evaluasi dilakukan
secara intemnal oleh Sub Bagian Tata Laksana dengan mengevaluasi sembifan kriteria
evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa SOP yang tersedia
masih dapat diandalkan sebagai acuan kerja bagi pelaksana, namun diperlukan
penyesuaian, khususnya terkait pemangku jabatan karena adanya perrubahan
analisis jabatan pada beberapa unit kerja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
organisasi. Sedangkan survei monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penyebaran
kuesioner kepada pemangku jabatan pada 12 unit kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI. Berdasarkan hasil survei, 9 dari 10 hasil survei memperlihatkan
hasil yang kurang memuaskan, sehingga diperdukan perubahan SOP uniuk
menghadapi tuntutan dan fantangan pekerjaan di masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi SOP, terdapat rekomendasi atas pelaksanaan evaluasi
SOP melalui metode pengisian lembar kerja moniloring dan evaluasi, serta
rekomendasi evaluasi SOP berdasarkan hasil survei monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Rekomendasi Evaluasi SOP melalui pengisian lembar kerja monitoring dan
evaluasi:

a. Diperlukan perubahan SOP untuk menyesuaikan dengan perubahan
nomenklatur jabatan, perubahan kempesisi jabatan yang ada di unit kerja;
dan penggunaan nomenklatur pelaksana yang tidak ada di dokumen Analisa
Jabatan/ Analisa Beban Kerja.

b. Diperlukan perubahan SOP agar SOP yang tersedia dapat lebih mudah
dipahami karena terdapat overfapping dengan SOP lainnya, langkah kerja
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yang teralu panjang, mencangkup beberapa kegiatan terpisah; dan

mencantumkan kegiatan yang sudah tidak relevan.

2. Rekomendasi Evaluasi SOP melalui survei monitoring dan evaluasi:

pekerjaan secara lebih
cepat

- l_;ﬂj._:.:'._: (el o Mw W

OP yang (ersedia | SOP kurang membantu | Perlu dilakukan revisi SOP
menjadikan penyelesaian pekerjaan | dengan pembahasan yang
penyelesaian menjadi lebih cepat lebih mendalam dengan unit

pengusul SOP, agar dapat
dipastikan bahwa SOP yang
dihasilkan telah benar-benar
mampu menjadikan
penyelesaian pekerjaan
menjadi leblh cepat

| 2 |SOP yang tersedia | SOP kurang membantu | Perfu dilakukan revisi SOP
mengurangi  polensi | mengurangi  potensi | untuk mendetailkan tahapan
kesalahan dalam | kesalahan dalam | pekerjaan untuk mengurangi
pelaksanaan pekerjaan | pelaksanaan pekerjaan | potensi kesalahan
pelaksanaan pekerjaan |
3 | SOF yang tersedia | SOF kurang mudah | Peru dilakukan sosialisasi
mudah diakses melalui | dlakses SOP secara masif dan
Portal Pegawai Setjen kensisten agar  SOP
DPR Rl maupun diketahui oleh seluruh unit
melalui buku SOP yang kerja
dibagikan kepada unit
kerja
4 | 50P vyang tersedia | SOP kurang menjadi | Perlu dilakukan sosialisasi
telah dijadikan acuan | acuan kerja SOP secara masif dan
kerja oleh Pelaksana konsislen agar SOP dapat
menjadi acuan kefja bagi
pelaksana di seluruh unit
kerja
5 | SOP yang tersedia | SOP kurang | Parlu dilakukan revisi S0P
telah menggambarkan | menggambarkan tugas | dengan memperhatikan
tugas Pelaksana | pelaksana secara jelas | analisa jabatan
secara jelas dan tidak
terdapat  overlapping
pekerjaan dengan
Pelaksana lain B
6 | SOF yang fersedia | SOF kurang relevan | Perly dilakukan revisi SOP
masih relevan dan | sebagai acuan dalam | untuk memperbarui langkah
dapat  dipergunakan | penyelesaian  suafu | penyelesaian suvaltu
sebagai acuan dalam | pekerjaan pekerjaan  agar relevan
penyelesaian  sualu dengan kondisi saat ini
penugasan —
7 | S0P yang fersedia | SOP kurang | Peru dilakukan revisi S0P
telah menggambarkan | menggambarkan dengan pembahasan yang
proses  pelaksanaan | proses  pelaksanaan | lebih mendalam dengan unit
suaty pekerjaan | pekerjaan dengan jelas | pengusul  SOP,  unfuk |
—_— S
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Pertanyaan

Rekomendasi

dengan jelas dan'. awal
hingga akhir pekerjaan

dari awal hingga akhir
pekerjaan

memastikan langkah kerja
telah tergambar dengan jelas
mulai awal hingga akhir
pekerjaan

S0P vyang fersedia
sudah sejalan dengan
tugas dan fungsi unit
kerja sesuai struktur
organisasi

SOP kurang sejalan
dengan tugas dan
fungsi unit kerja sesuai
organisasi

| Struktur Organisasi dan Tata
| Kerja

Perlu dilakukan revisi SOP
dengan memperhatikan

SOP vyang fersedia
telah menggambarkan
hubungan kerjia yang
jelas antar Jabatan

S0P
menggambarkan
hubungan kerja yang
jelas antar jabatan

kurang

Perlu dilakukan revisi SOP
dengan memperhatikan
analisa jabalan

10

SOP vyang tersedia
lelah selaras dengan
protokol kesehatan dan
meminimalisir  kentak
fisik dalam rangka
penanganan pandemi
Covid 19

selaras

protokol
kesehatan dalam
rangka  penanganan
pandemi Covid 19

SOP telah
dengan

Keselarasan SOP dengan
protokol kesehatan perlu
ditingkatkan pada tahun
mendatang dengan semakin
meningkatkan  kesadaran
seluruh pihak untuk
mendukung  penanganan

pandemi Covid 19

Tabel 5.1. Rekomendasi Evaluasi SOP melalui survei monitoring dan evaluasi

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi SOP melalui pengisian lembar kerja monitoring
dan evaluasi maupun survei monitoring dan evaluasi, diperlukan revisi dan sosialisasi
SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
melalui proses kerja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Jakaria, 1¥ Oklober 2020
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

& Sadd

Rahmad Budiaji
NIP. 19700801 159603 1 001
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LAMPIRAN | -

SK SEKJEN NOMOR 1603/SEKJEN/2016
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAHAN
DI SETJEN DAN BK DPR RI
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1603/SEKJEN/2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRAS] PEMERINTAHAN
DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

d.

bahwa untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang efektif dan efisicn di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu disusun Standar
Operasional  Administrasi  Pemerintahan di  Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,

. bahwa penyusunan  Standar  Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan scbagaimana dimaksud pada
huruf a, dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan
Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indoncsia;

. bahwa  Standar  Operasional Prosedur  Administrasi

Pemerintahan yang tclah disusun olch unit kerja
scbagaimana dimaksud hurufl b, ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indoncsia;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan

Publik (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admninistras

Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambuhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

"

3. Peraturan Presiden Nomeor 27 Tahun 2015 tentang Sckretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2015 Nomor 43};

4. Peraturan Menteri Pendayagunarn Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan Standar
Opecrasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20(5 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, scbagaimana
telah diubah dengan Pcraturan Sekreturis .Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

6. Peraturan Sekrewaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indeonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penvusunan Standar Operasional Proscdur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Penwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAIHAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

Menetapkan Standar Operasional  Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Sekretariat Jenderal dun Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini,
menjadi dasar dan pedoman hagi unit kerja di lingkungan
Sckretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dcewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya.

Dalam hal terdapat perubahan dan penyempurnaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemcerintahan sebagaimanu
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan iri, Unit Kerja
lerkail menyampaikan usulan perubahan dan penyempurnaan
Standar Operasional Prosedur Administrasti Pemecrintahan
kepada Sekretaris Jenderal secara berjenjung.

Sekretarial Janderal DPR R!
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KEEMPAT

KELIMA

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Kepulusan ini mulai berluku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
l. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

4. Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang
Persidangan, dan Inspektur Ulama Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

5. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Pecrwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

6. Para Kepala Bagian/Bidang di lingkungan
Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik [ndonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Wiffantuningtvastiti 5., M.Si. »
NIP.19561125 198203 2 002
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